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KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(ARAHAN PRESIDEN)

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di
setiap K/L yang dipimpinnya
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat
Kebijakan anggaran berdasarkan money follow program, tidak semua Tusi
harus dibiayai secara merata
Pemangkasan program yang nomenklaturnya kurang jelas dan kurang
bermanfaat bagi rakyat
Pemangkasan regulasi yang menghambat pengambilan keputusan dan
tindakan
Peningkatan belanja modal dan fokus pada pembangunan infrastruktur
Penyediaan SDM berkualitas dalam percepatan pembangunan

=

LEVEL 1

Penguatan
Promotif dan
Preventif: “Gerakan

Masyarakat Hidup
Sehat”

Peningkatan
Pelayanan KB
dan Kesehatan
Reproduksi

PRIORITAS
NASIONAL

Peningkatan Derajat
Kesehatan dan Gizi
Masyarakat

Program !
Prioritas

Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat

Peningkatan
Akses dan
Mutu Pelayanan
Kesehatan

Pes

Promotif dan Preventif:
“Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat"

Pendekatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 (2)

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
HOLISTIK - TEMATIK

Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan
dengan pencapaian tujuan program prioritas

TERINTEG RASI’“’

Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam
mencapai sasaran prioritas nasional

%

SPASIAL
‘%-"’f'\% -
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Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi
yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses
integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

SEBARAN WILAYAH

Kemenkes
BKKEN
Kemenkominf

nguatan Upaya




A DASAR HUKUM PENETAPAN

.8 RENCANA KERJA PEMERINTAH 2017

» RKP 2017 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

» Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 memuat :

\’\\ S — / » Bab 1. Pendahuluan
SIA

. \rsmruuzh(afsmm REPUBLZIKINDO » Bab 2. Tema dan Sasaran Pembangunan
e ﬁf 06 » Bab 3. Prioritas Pembangunan Nasional
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) » Bab 4. Pembangunan Bidang
TAHUN 2017 » Bab 5. Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah
dan Pendanaan Pembangunan
» Bab 6. Kaidah Pelaksanaan

» Bab 7. Penutup

» RKP 2017 menjadi pedoman bagi :
» Pemeritah dalam menyusun RAPBN 2017

» Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja
y. Kementerian/Lembaga Tahun 2017

[ » Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017.




3 VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI
b STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:
a. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
b. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak
menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society)
c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakinlebar
d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan dayadukung lingkungan dan ekosistem
e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swastadan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

3 DIMENSI PEMBANGUNAN
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5 ARAHAN PRESIDEN DALAM RATAS “DAK” (Rabu, 11 Mei 2016)

Kementerian PPN/
Bappenas

I. Mekanisme tata cara alokasi DAK perlu dibenahi dan diperbaiki, untuk

mendukung pencapaian Prioritas Nasional;

ll. Proses penentuan besaran alokasi DAK harus transparan serta ditentukan

secara bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, & Kementerian

Teknis yang terkait;

lll. Mereformasi kriteria alokasi DAK dari money follow function menjadi money
follow program prioritas;

IV. Perlu pengaturan DAK secara khusus, sehingga tidak memberi ruang untuk

negosiasi oleh siapapun bagi penentuannya.
D | [




STRUKTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
)
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N Dana Bagi d ...
Dana Transfer ] Hasil ’Lml
Umum J SDA
.Dana Dana Alokasi
Perimbangan 2 Umum | N DAK Reguler

Transfer
ke
Daerah

>| DAK Fisik >
_>[ Dana Transfer I DAK Penugasan
Dana Insentif Khusus
Daerah —> | DAK Afirmasi
DAK Non
Fisik

Transfer ke ,
Dana Otonomi

Daerah dan Dana Khusus dan
Desa Dana
Keistimewaan
D.I.Yogyakarta

Dana
Desa

Ket: Sesuai dengan RKP 2017 dan Nota Keuangan RAPBN Tahun 2017




5 PERUBAHAN BIDANG DAK FISIK DALAM RKP TAHUN 2014-2016

Kemznterian PPN/
appenas
" NO DAK 2014 SN0 pAKk20,5  NO DAK2016

1 Pendidikan 1 Pendidikan 1 Pendidikan

2 Kesehatan 2 Kesehatan 2 Kesehatan dan KB

3 Inf. Jalan 3 Transportasi 3 Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan
4 Transportasi Perdesaan 4 Inf. Irigasi 4 Kedaulatan Pangan

5 Keselamatan Transportasi Darat 5 Air Minum dan Sanitasi 5 Kehutanan dan LH

6 Inf. Irigasi 6 Prasarana Pemerintah Daerah 6 Energi Skala Kecil

7 Inf. Air Minum 7 Kelautan dan Perikanan 7 Kelautan dan Perikanan

8 Inf. Sanitasi 8 Pertanian 8 Prasarana Pemerintahan Daerah

9 Prasarana Pemerintah Daerah 9 Lingkungan Hidup 9 Transportasi

10 Kelautan dan Perikanan 10 KB 10 Sarana Perdagangan, Industri,dan Pariwisata
11 Pertanian 11 Kehutanan DAK AFIRMASI

12 Lingkungan Hidup 12 Sarana Perdagangan 1 Inf. Air Minum dan Sanitasi

13 KB 13 Energi Perdesaan 2 Inf. Irigasi

14 Kehutanan 14 Perumahan dan Permukiman 3 Transportasi (Jalan dan Transdes)

15 Sarana Perdagangan DAK AFIRMASI DAK IPD

16 Energi Perdesaan 1 Inf. Air Minum dan Sanitasi 1 Transportasi (Jalan dan Perhubungan)
17 Perumahan dan Permukiman 2 Inf. Irigasi 2 Inf. Irigasi

18 SPDT 3 Transportasi 3 Inf. Air Minum dan Sanitasi

19 SPKP DAK APBNP 2015 4 Kelautan dan Perikanan

1 DAK P3K2

2 DAK Usulan Daerah yang Disetujui
DPR RI
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TEMA RKP:
Memacu
Pembangunan
Infrastruktur dan
Ekonomi Untuk
Meningkatkan
Kesempatan Kerja
Serta Mengurangi
Kemiskinan dan
Kesenjangan
Antarwilayah

NASIONAL

24
PRIORITAS

NASIONAL
RKP 2017

ANGGARAN
Pusat <€—

K/L
f//’ -

— DAK

Daerah <€4— PAD
LAIN-LAIN
—— PENDAPATAN

YG SAH

KONSEP DAK DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS

. Diprioritaskan di

10 Kawasan
Pariwisata
Nasional

. 9KEK dan 14

Kawasan
Industri

. 122 Daerah

Tertinggal

. 150 Lokpridi 41

daerah
Perbatasan
Negara

. Daerah

Kepulauan

. Kawasan

Transmigrasi
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D 4 POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAK TAHUN 2017
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Meningkatkan Alokasi DAK melalui pengalihan dana DAK
diproyeksikan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan K/L pada urusan
yang telah menjadi kewenangan daerah

DAK FISIK

1.6% PDB

engan menu terbatas
dan lokus yang
ditentukan

tertinggal, perbatasan,
kepulauan, dan
transmigrasi

3. Perumahan dan

Permukiman 1. Pendidikan >SMK
4. Pertanian 2. Kesehatan (RS 1. Perumahan dan
5. Kelautan dan Rujukan & Pratama) Permukiman
Perikanan 3. Air Minum 2. Transportasi
6. Sentra IKM 4. Sanitasi (transportasi desa,
7. Pariwisata 5. Jalan dermaga kecil, dan
6. Pasar tambatan perahu)
7. lIrigasi 3. Kesehatan
8. Energi Skala Kecil (Puskesmas)

POKOK-POKOK
KEBIJAKAN 2017

masing bidang/sub bidang N

Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan
usulan daerah (proposal based)

Perbaikan mekanisme penyaluran

Sinkronisasi pengalokasian

5% pagu DAK Fisik untuk menunjang

kegiatan non fisik

pendamping N

Perkuat dasar hukum dan petunjuk teknis
pelaksanaan DAK




A
Kementerian PPN/
Bappenas

DAK REGULER DAN AFIRMASI TAHUN 2017
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DAK
REGULER

DAK
AFIRMASI

KONSEP PELAKSANAAN
DAK REGULER DAN AFIRMASI

1. Pendidikan

N
2. Kesehatan

3. Perumahan &
k Permukiman

o

4. Pertanian
(S

\¢

5. Kelautan dan
Perikanan

& Menengah

6. Sentra Industri Kecil |

7. Pariwisata

o

-

1. Perumahan &
Permukiman

\
>

=i==| 2. Transportasi

-

-~

ﬂ 3. Kesehatan

. Fokus untuk Belanja Modal

1 \
/(bukan belanja Barang)

2.

Menu terbatas dan terkait
langsung dengan Prioritas
Nasional

Tidak tumpang tindih dengan
DAK Penugasan

Mendukung dan melengkapi
menu DAK Penugasan

Khusus untuk DAK Afirmasi =
hanya diberikan kepada Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Daerah Kepulauan, dan Kawasan

\\Transmigrasi /




PENDIDIKAN

ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
DAK REGULER PENDIDIKAN

)

mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.

)

ARAH KEBIJAKAN

penunjang pembelajaran
2. Bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB)
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7

KESEHATAN

ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
DAK REGULER KESEHATAN

ARAH KEBIJAKAN eningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui:

* pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan
peralatan Puskesmas dan jaringannya

* pemenuhanfasilitas sarana prasarana dan peralatan di RS Rujukan
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

* mendukung ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

* penyediaan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan KB yang
bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan di tingkat

provinsi/kabupaten/kota

MENU KEGIATAN 2. Penyediaan prasarana RS

3. Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di kabupaten/kota
4. Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan koordinasi lapangan KB




ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
b DAK REGULER PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

N

ARAH KEBIJAKAN

permukiman, meliputi penyediaan perumahan yang laya
terjangkau guna meningkatkan standar hidup

PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

MENU KEGIATAN 2. Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)




3 ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
L. ¥ DAK REGULER PERTANIAN

ARAH KEBIJAKAN

dan prioritas di bidang kedaulatan pangan dan
agroindustri

PERTANIAN

dan jalan produksi)

MENU KEGIATAN 2. Pembangunan/perbaikan UPTD /balai/instalasi perbibitan
dan hijauan pakan ternak dan penyediaan sarana
pendukungnya




3 ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
he DAK REGULER KELAUTAN DAN PERIKANAN

ARAH KEBIJAKAN pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan
penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan
perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan

PERIKANAN 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Sentral /
MENU BBIS (UPTD Provinsi)
KEGIATAN 3. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Tempat
Pelelangan Ikan - TPI di luar PPI (milik UPTD Kab/Kota)

4. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal / BBIL
(milik UPTD Kab/Kota).




3 ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
L. ¥ DAK REGULER SENTRA IKM

ARAH KEBIJAKAN Jawa
2. Mendorong persebaran perwilayahan industri kecil dan

| I | menengah

SENTRA INDUSTRI
mencakup sarana produksi, sarana bersama,sarana
KECIL DAN . . .
MENENGAH promosi, infrastruktur, dan sarana penunjang lainnya
2. Revitalisasi fisik sentra industri kecil dan menengah yang
MENU sudah ada, mencakup sarana produksi, sarana bersama,
KEGIATAN

sarana promosi, infrastruktur, dan/atau sarana penunjang
lainnya.




N

Kementerian PPN/
3) S

PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN DAN MENU
DAK REGULER PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN

kunjungan wisatawan mancanegara, dan meningkatkan
kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata

MENU KEGIATAN 2. Pembangunan kawasan pariwisata
3. Peningkatan/revitalisasi kawasan pariwisata.




N

ARAH KEBIJAKAN DAN BIDANG
b DAK AFIRMASI

tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, maka

ARAH KEBIJAKAN DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan untuk menambah
pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu.
BIDANG 2. Transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan

perahu)
3. Kesehatan (Puskesmas)
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DAK PENUGASAN TAHUN 2017




Kementerian PPN/
Bappenas

PENDEKATAN

DAK
PENUGASAN

KONSEP PELAKSANAAN DAK PENUGASAN

Bidang/kegiatan*) yang
merupakan kewenangan
daerah untuk mencapai
sasaran PN di daerah
tersebut

3. Membantu pendanaan
sebagian tugas daerah
melalui DAK **)

4. Daerah menggunakan
DAK membangun pada
ruas yang ditugaskan
(closed menu)

*) Identifikasi mencakup hingga
ruas/lokasi kegiatan

**) Alokasi pada tingkatan
ruas/lokasi kegiatan

=

1. Pendidikan
(SMK)

(A
74

2. Kesehatan
(Puskesmas & RS
Rujukan)

3. Air Minum

-

' 4. Sanitasi

7. Irigasi

8. Energi
Skala Kecil

\

2 2N 2N SR AN A

( N\
Nama dan Lokasi SMK

. /

4 )
Nama dan Lokasi

Puskesmas/RS Rujukan

\ /

4 N
Lokasi Jaringan

(. J

4 N\
Lokasi Jaringan

(. J

( N\
Ruas Prioritas

. J

4 2\

Lokasi Pasar/Nama
Pasar
. /
e N
Daerah Irigasi/Jaringan
Irigasi
. J
Lokasi Kegiatan
Pembangunan
Pembangkit Listrik

.




5 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
. DAK PENUGASAN PENDIDIKAN

SASARAN

& TARGET *) 2. Tersedianya peralatan Utama/PeraIatan Praktek Produksi
MENU a. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS), beserta perabotnya
KEGIATAN 2. Sarana Pendidikan
a. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi
(FOKUS SMK) Pariwisata Provinsi/Kab/Kota
PRIORITAS 3. 20 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
4. Provinsi dalam kawasan sentra utama Kedaulatan Pangan
K/L ]

PENGAMPU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

*) Akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
L. DAK PENUGASAN KESEHATAN

SASARAN itasi nasi

3. 287 Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi
& TARGET *) nasional yans yans

4. 1400 Puskesmas yang memenuhi SPA standar
5. Pembangunan 23 RS Pratama.

+ MENU W

KEGIATAN nasional, provinsi dan regional
2. Pelayanan Dasar
KESEHATAN a. Renovasi, penyediaan sarana prasarana dan alkes di Puskesmas wilayah
perbatasan
(PUSKESMAS & RS RUJUKAN) b. Pembangunan RS Pratama
LOKASI
PRIORITAS 2. 23RS Pratama
3. 124 Puskesmas di kawasan perbatasan
K/L R RRRRRRRRCRR:
PENGAMPU Kementerian Kesehatan

*) Akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
s DAK PENUGASAN AIR MINUM

SASARAN
& TARGET *) 2. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga
melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan
10 liter/detik termasuk tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi
243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP
terlindungi.
MENU Perpipaan (BJP)
KEGIATAN 2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik

termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi

AIR MINUM
LOKASI

PRIORITAS 3. 10 Kawasan Pariwisata Nasional & dan Kawasan Pariwisata Provinsi/Kab/Kota
4. 9 KEK dan 14 Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Industri Provinsi/Kab/Kota
5. 122 Daerah Tertinggal
6. 150 lokpri di 41 Kabupaten Perbatasan Negara
7. 95 Daerah Kepulauan

]
K/L Kementerian PUPR
PENGAMPU

*) Akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
. DAK PENUGASAN SANITASI

LOKASI PRIORITAS

SASARAN
& TARGET*)
unit.
4. Tersedianya 348.000 unit tangki septik individu di perkotaan.
5. Tersedianya 116 unit truk tinja untuk mengangkut lumpur tinja dari rumah ke
IPLT.
6. fTerbangunnya 76 IPLT baru.
7. Tersedianya sarana sanitasi individual perdesaan di desa/kelurahan yang
sudah terverifikasi ODF selama minimal 2 tahun sebanyak 1.740.000 unit.
. IPAL Skala Komunal.
g' ierlt))angunnya ;:emgat PengolahaKn Sl_ampz_h (STPS) .3R zebanzat_l’(Z?O()_ Ui 5. Kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster
. Terbangunnya Alat Pemantauan Kualitas Air Sungai sebanya unit. permukiman dengan kepadatan >100 jiwa/Ha
dan 93 kab/kota di 15 Daerah Aliran Sungai
(DAS) prioritas
6. 58 Kab/Kota yang telah didampingi untuk
SANITASI penerapan sistem LLTT
7. Kab/Kota yang telah memiliki desa yang
sudah ODF minimal 2 tahun
MENU kota, kawasan, dan/atau komunal); 8. 700 lokasi yang tersebar di 67 Kab/Kota di 15
d. Pengadaan dan pembangunan alat pemantauan air sungai otomatis. DAS Prioritas dan Kab/Kota yang telah
KEGIATAN b. Pembangunan SPAL setempat berupa : mengusulkan kegiatan tersebut dalam SSK.
a. Pembangunan tangki septik individu di perkotaan; 9. Pengadaan dan pembangunan alat
b. Pengadaan truk tinja untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal pemantauan air sungai otomatis di 20
(LLTT); Provinsi di 15 DAS Prioritas.
c. Pembangunan baru IPLT;
d. Pembangunan fasilitas sanitasi individual swadaya untuk perbaikan fasilitas K/L PENGAMPU
individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak yang dilakukan _
. ) . pada desa/kelurahan yang sudah terverifikasi ODF selama minimal 2 tahun. K :
* ementerian PUPR
) Akan disesuaikan sesuai dengan c. Pembangunan TPS 3R berserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah
kemampuan keuangan negara e




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
b DAK PENUGASAN JALAN

SASARAN 3. Meningkatnya aksesibilitas menuju kawasan-kawasan strategis nasional termasuk kawasan
& TARGET?) perbatasan, kawasan pariwisata dan kawasan industri, serta daerah tertinggal dan terwujudnya

konektivitas nasional melalui pengembangan jaringan jalan provinsi, Kab/Kota dan Jalan strategis
daerah (non status

1. Preservasi (pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan peningkatan struktur)
MENU 2. Pembangunan

KEGIATAN

JALAN

o

LOKASI 10 Kawasan Pariwisata Nasional + 1, dengan memperhatikan ketersediaan pagu alokasi, sehingga apabila

alokasi tidak mencukupi maka akan difokuskan pada 2 destinasi yang paling siap (Tanjung Kelayang dan Danau
PRIORITAS Toba) p p yang paling siap (Tanjung Kelayang

14 Kawasan Industri (diprioritaskan di 6 kawasan industri);

9 KEK (termasuk kawasan industri dan destinasi prioritas nasional);

85 Kawasan Transmigrasi yang tersebar di 44 daerah tertinggal dan 4 daerah transmigrasi di daerah perbatasan;
150 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara;

Mendukung pengembangan 6 Kota Baru yang paling siap (dari target 10 Kota Baru dalam RPJMN 2015-2019);
Mendukung aksesibilitas di daerah yang memiliki tingkat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) rendah.

~ — oGl

*) Akan disesuaikan sesuai K/L

dengan kemampuan PENGAMPU Kementerian PUPR
keuangan negara




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
o DAK PENUGASAN PASAR

LOKASI PRIORITAS

SASARAN
& TARGET?)
b. Peningkatan kapasitas gudang SRG dan penyediaan
sarana perlengkapannya sebanyak 1 unit dan 16 paket
sarana penunjang Gudang SRG yang telah beroperasi.
c. Pembangunan 30 unit Gudang penyimpanan barang ! ° : : -
l ' \ kebutuhan pokok dan barang penting non-srg (Gudang 2.Lokasi Pasar Tertib Ukur/Mgt_rqugl Legal._ Diprioritaskan untuk:
Non-SRG) serta sarana penunjangnya a.Daerah yang telah memiliki pasar tertib ukur dan membutuhkan
(] 2. Peningkatan sarana perdagangan pendukung perlindungan sarana penunjang untuk menjaga keberlangsungan tertib ukur;
ﬂ konsumen dan o . _
3. Pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan sarana b.Kab/kota yang r'ner'nlll!q potensi UTTP untuk di tera/terg ulang dan
penunjang pasar tertib ukur sebanyak 150 Unit serta telah memenubhi kriteria pembentukan UPTD Metrologi Legal.
PASAR pembangunan UPTD Metrologi Legal sebanyak 50 unit. 3.Lokasi Prioritas pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG) yaitu:
a.Gudang SRG dengan tingkat utilisasi melebihi kapasitas; atau
b.Gudang SRG yang telah beroperasi dan membutuhkan sarana
penunjang sesuai dengan jenis komoditi.
4.Lokasi Gudang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting Non-
g SRG (Gudang Non-SRG)
MENU ben(_:ana alam; : a.Daerah terluar yang sering mengalami gangguan iklim ekstrem
KEGIATAN 3. Peningkatan kapasitas Gudang SRG yang telah yang menghambat distribusi.

beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi dan melebih

kapasitas tampung, serta penyediaan fasilitas pendukung
4. Pembangunan Gudang Non SRG pada daerah-daerah

yang relatif kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok K/L PENGAMPU

masyarakat terutama diakibatkan oleh faktor gangguan —

iklim Kementerian Perdagangan

*) Akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara

b.Daerah yang dilalui tol laut




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
o DAK PENUGASAN IRIGASI

SASARAN 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 5.394 DI seluas 755. 200 Ha
& TARG ET*) 3. Perlindungan Daeraah Hulu Sumber Air Irigasi di 15 DAS Prioritas

MENU 2. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa
KEGIATAN 3. Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi
4. Pembangunan DAM Pengendali dan Gully Plug

rd
4
{
IRIGASI
LOKASI Pengembangan Kawasan Komoditas Padi 2015-2019;
PRIORITAS e. Untuk kegiatan pembangunan, lebih difokuskan Provinsi dan Kabupaten yang memiliki Daerah Irigasi
kewenangan yang dilayani oleh Bandungan antara lain:
f. Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan Bendungan Bajulmati;
g. Kabupaten Pidie, Aceh yang memanfaatkan Bendungan Rajui dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur
yang memanfaatkan Bendungan Nipabh.
K/L ]
Kementerian PUPR
*) Akan disesuaikan sesuai dengan  PENGAMPU

kemampuan keuangan negara




3 SASARAN, MENU, DAN LOKASI
i DAK PENUGASAN ENERGI SKALA KECIL

SASARAN Kab Perb N D h Kepul dan D h'i' [ I T K
& TARGET*) abupaten Perbatasan Negara, Daerah Kepulauan dan Daerah Transmigrasi. Target untu

tahun 2017 akan ditentukan pada pertemuan tiga pihak selanjutnya, usulan indikatif
sementara adalah PLTMH 1,6 MW, PLTS 9,9 MWp dan Biogas 9330 m3.

VENU "1. Pembangunan PLTMH

2. Pembangunan PLTS
KEGIATAN 3. Pembangunan Biogas

ENERGI
SKALA KECIL

LOKASI (off-grid), khususnya: Daerah Tertinggal, Lokasi Prioritas di Kabupaten Perbatasan Negara,
PRIORITAS Daerah Kepulauan dan Daerah Transmigrasi.
K/L s —
PENGAMPU Kementerian ESDM

*) Akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara




A GAMBARAN UMUM DAERAH PRIORITAS

L ¥ PROVINSI JAWA TIMUR
o] mousmoms | | e
KRITERIA KAWASAN
1 Daerah Tertinggal (Perpres No. 131 Tahun 2015) 4 Kabupaten Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Sampang, Kab.
Bangkalan

2 Lokpri Kawasan Perbatasan -

3 Kawasan Transmigrasi -
4 Kawasan Industri dan KEK Nasional/Prov/Kab/Kota -

5 Kawasan Strategis Pariwisata 6 Kabupaten Kab. Pacitan (KSPN Karst Pacitan), Kab. Malang (KSPN
Nasional/Prov/Kab/Kota Bromo-Tengger-Semeru), Kab. Lumajang (KSPN Bromo-
Tengger-Semeru), Kab. Banyuwangi (KSPN ljen-Baluran),
Kab. Probolinggo (KSPN Bromo-Tengger-Semeru), Kab.
Pasuruan (KSPN Bromo-Tengger- Semeru)
6 Daerah Kepulauan 4 Kabupaten Kab. Probolinggo, Kab. Gresik, Kab. Sampang, Kab. Sumenep

7 Kota Raril =



)

D 4

GAMBARAN UMUM DAERAH PRIORITAS

Kementerian PPN/

Bappenas

NO

0o N o U»

KRITERIA LOKASI PRIORITAS

17 Provinsi dengan Kondisi Jalan Mantap
<75%

245 Kab/Kota dengan Kondisi Jalan Mantap
<65%

4 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan
Provinsi, dan 110 RS Rujukan Regional

23 RS Pratama

124 Puskesmas di Kawasan Perbatasan
Rasio Elektrifikasi (Data Tahun 2013)
Capaian Akses Air Minum Layak per Provinsi

(Rata-Rata Nasional Air Minum 70,97%)

Capaian Akses Sanitasi Layak per Provinsi
(Rata-Rata Nasional Sanitasi 62,16%)

*) Kriteria lainnya disampaikan oleh masing-masing K/L

PROVINSI JAWA TIMUR

JUMLAH KETERANGAN

BEBERAPA KRITERIA LAINNYA*)

12 Kabupaten/Kota  Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Jember, Kab.

Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Ngawi,
Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Sumenep

1. 1 RS Rujukan Nasional RS Rujukan Nasional : RSUD Dr. Soetomo

2. 6 RS Rujukan Regional RS Rujukan Regional : Kota Malang (RSUD dr. Saiful Anwar), Kota Surabaya
(RSU Haji Surabaya), Kota Madiun (RSUD Soedono), Kab. Gresik (RSUD lbnu
Sina), Kab. Jombang (RSUD Jombang), Kab. Jember (RSUD Soebandi)

79,26%
76,64%

63,48%

o ———— AR




5 PAGU DAK PER BIDANG DALAM RUU APBN TAHUN 2017

Kementerian PPN/

Bappenas
B.Dana Transfer Khusus 176,48 1. DAK Kesehatan (Reguler,
- Dana Alokasi Khusus Fisik 59,84 Pf—:nugasan, Celiaiilant i)
. dilaksanakan dalam rangka

a. DAK Reguler 20,49 34,2% memenuhi ketentuan peraturan
1. Pendidikan 6,11 10,2% perundangan yaitu sebesar 5% dari
2. Kesehatan 10,02 16,7% APBN
3. Perumahan dan Permukiman 0,65 1,1% & g::u;::::;':;:k(sﬁit; (:izrl‘am
4. Pertanian 1,75 2,9% rangka memenuhi ketentuan
5. Kelautan dan Perikanan 0,92 1,5% peraturan Eerun.dangan yaitu
6. Industri Kecil & Menengah 0,53 0,9% sebesar 20% dari APBN
7. Pariwisata 0,5 0,8%

b. DAK Penugasan 35,86 59,9%
1. Pendidikan SMK 1,95 3,3%
2. Kesehatan 4,83 8,1%
3. Air Minum 1,5 2,5%
4, Sanitasi 1,5 2,5%
5. Jalan 20,54 34,3%
6. Pasar 1,03 1,7%
7. Irigasi 4,01 6,7%
8. Energi Skala Kecil 0,5 0,8%

c. DAK Afirmasi 3,48 5,8%
1. Perumahan dan Permukiman 0,38 0,6%
2. Transportasi 0,84 1,4%
3. Kesehatan 2,25 3,8%

D | ] ] 34
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